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Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 184 Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 31
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung
jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa
Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK-RI) ;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah dilakukan pembahasan oleh
DPRD bersama dengan Kepala Daerah ;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur atas
Rancangan  Peraturan Daerah  tentang Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
Anggaran 2008.

Mengingat A Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950
Nomor 43 ) ;



10.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389 ) ;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang telah
ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005,
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548 ) ;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Maijelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4416 ), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02
Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan
Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah ( Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D ), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran
Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D );

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Of1
Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008
( Lembaran Daerah Tahun 2008 SeriD ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06
Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
Anggaran 2008 ( Lembaran Daerah Tahun 2008 SeriD ) ;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Cianjur.

Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cianjur,
tanggal 8 dan 14 Oktober 2009.

Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal
13 s.d. 14 Oktober 2009.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cianjur tanggal 15, 16, 19, dan 21 Oktober 2009.



Menetaphan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
Anggaran 2008 menjadi Peraturan Daerah tentang Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksananan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008.

Segala wusul, saran, harapan, dan catatan-catatan yang
disampaikan oleh Badan Anggaran dan Fraksi-fraksi, baik yang
disampaikan dalam Pandangan Umum serta Pendapat Akhir
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini,
untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana
mestinya.

Memberikan mandat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur untuk dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur
menandatangani berita acara persetujuan bersama dengan
Bupati Cianjur yaitu persetujuan bersama tentang Peraturan
Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksananan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun Anggaran 2008.

Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 21 Oktober 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
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